
SAI.- I N AN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEFUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR: 12 TAHUN 2007

ENTANG

TATA CAR,l PEI-AKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUAR,A

PEMIL'HAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CISAHI
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UI,IUIII

KOTA CIMAHI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

lvlgnimbang Bahwzr Lrntuk meiaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (lj) huruf a dan huruf j serta Pasal 44 hurul f dan
hlrruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OA7
lentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Repub,ik Indonesia
Nomor 4721), perlu Keputusan mengenai f dta Cara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Urlunr Walikota dan Wakil Walikota Cimahi oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisl Pemrlihan
Uirurn Kota Cimahi:

bahwa tata cara pelaksanaan rekafitulasi hasil
Penghrtungan suara oleh Panitia Pemilihan
Kecarnatan dan Komisi Pemilihan Urnum Kota
Cimanr, sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas. perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemiiihan Umum Kota Cimahi.

Mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemei'intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lnrJonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembar-an Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Urdang-Undang
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerjntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Nsgara Republik lndonesh Tehun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4548 );
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2 Undarrg-Undang Republik lndonesia Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik lndonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
seoaqairnana telah duakali diubah terakhir dengan
Perstur::n Pemerintah Republik lndonesia Nomor 25
Jairuri 2A07 tentang Perubahan Kedua Atas
Pr:raturen Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Perrrriiirirrr P'engesahan Pengangkatan tjan
PemberhL,ntian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indo,-resia
Tahun ?007 Nomor 57, Tambahan Lemharan
Negara Republik lndonesia Nomor 4713);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
20C7 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan
Pe;nililrarr Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Watikota Cimahi Tahun 2007;

Keputrrsan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nr:rnor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecarnatan, Panitia
Perriungutan Suara dan Kelornpok Penyelenggai'a
Pemirngrrtan SLrara Pada Pemilihan Umum Walikota
dan \^,/akil Walikota Cimahi.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Cimahi tanggal 11 Juni2007.

IIEMUTUSKAN:

TATA CAF,A PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITU,\iGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
I,^/ALII(OI ^ DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI OLEH
PANII'IA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
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BAB I

KF:TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputr.rsan ini yang dimaksud dengan

1. Pemilihan Umum Kepala Daeral't dan Wakii Kepala Daerah selanjutnya disebut
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Walikota dan
Wakil Walikota Cimahi secara langsung dalam Negara Kesatr.ran Republik
lndonesra berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2 Konrisi Pemilihan Uniurn Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kola Cimahi
sebagainrana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22
Tairun 2007 terrtang Penyeienggaia Pentilihan Umum.

Panitia F'emLrngutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah
penyelenggara Pemrlrnan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat
Kelurahan.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS
adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di
Tempat Pemungutan Suara (TPS).

6. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan
r;alon Walikola ciern Wakil Walikota Cimahi yang membawa surat mandat dari
tjm pelaksana kampanye, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu
1 (satu) orang sebagai saksi pasangan calon dan 1 (satu) orang sebagai
c-adangan saksi pasangan calon

7. P antlia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD untuk
melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pernrlrhan
tJmum Walikota dan Wakil U/altkota Crmahi,

8. Pemanlau Pemrlihan Umum Walrkota dan Wakil Walikota adalah pelaksana
Pemantarian Pemilihan Umum Walikoia dan Wakil Walikota yang telah
terdaftar oan mernperolen akreoirasi dari KPU Kota Cimahi.

9. Pemrliit adalah penduduk yang berusia sekurang-kura ngnya 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaflar sebagai pemilih di daerah
Fenrilihan Kota Cinrahi

'10. Pemungutan suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik
suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil V'lalikota Cimahi.

ll.Penghiturigarr suara di l'PS adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh
KPPS
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3. Panitia Penrilihan Keca,natan yang selanjutnya disebut PPK adalah
penyelenggara Pemilihan Umurn Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat
t?^^.---^t.-^
f\tiuallldtcrlr.



12 Penghiturrg..jn suara di PPK adalah kegiatan penghitungan suara oleh PPK
serta nre rekapittilasi hasil penghrtungan suara dari KPPS.

l3.Penghitungan Suara di KPU adalah kegiatan penghitungan suara oleh KPU
Kola Cirnahi serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat
pemiliir mernberikan suara pada hari pemungutan suara.

15. Rekapitulasr hasll penghitungan suara adalah kegiatan mencatat, menjumiah,
rnengaku rn ulasikan hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Cimahi.

16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK adalah kegiatan mencalat
menjumlah. mengakumulasikan hasil penghitungan suara dari KPPS yang
disampaikan oleh PPS kepada PPK

17. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU adalah kegiatan mencatat,
menjumlah, mengakumulasikan hasil penghitungan suara dari PPK.

18. Pasangan calon, Waiikota dan Wakit Walikota Cimahi yang selaniutnya disebut
pasangan {)alon adalah peseda pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik
atalr qarbungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

1 'J Kotak suara acialah kotak stiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7'l
Peraturan Peinerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan biltk suara
danmenggunakankotakdanbiliksuarapadapemiluterakhir

20. Kartu pemilih adalah Kartu pemilih sebagimana dimaksud dalam Pasal 33 dan
Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pentilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

21. Bilik suara adalah bilik tempat memberikan suara yang digunakan dalam
Pemilihan Umum Walrkota dan Wakil Walikota Cimahi.

22.Ha'l dalam Keputusan ini adalah hari kalender

BAB II

REKAPITULASI I1ASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Pertama
PPS

Pasal 2

(1 ) PPS setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh
KPPS kemuCian mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di
rn.,ilarrah L F.rr n v,

(2) PPS rnenlaga cian nrengamenkan keutuhan kotak suara beserta kelengkapan
setelah penglritungan suara dan setelah kotak suara disegel dan diterima dari
KPPS
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(3) PPS sebagaimana ayat (2) meneruskan kotak suara berikut kelengkapan lain
dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak
suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara
yang sudah disegel oleh KPPS.

Bagian Kedua
PPK

Pasal 3

PPK setelah menerima kotak suara dari PPS di wilayah kerjanya, melakukan
kegiatan:
a. membual tanda terima,
b. membuka kotak suara dan mengambil sampul V.S.1 yang berisi berita acara

hasil penghitungan suara di TPS berikut lampirannya, disimpan dan
diamankan berurutan tiap-tiap PPS;

c. menguncr kembali kotak suara, kemudian menyimpan kotak suara tersebut
secara tertib, teratur dan dikelompokkan masing-masing PPS.

Pasal 4

(2) Untuk melaksarnakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK,
harus dipersiapkan :

a. kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di
PPK,

b. penyampaian surat undangan untuk Saksi, Panitia Pengawas dan warga
masyarakat.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, harus membawa surat mandat
dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara diselenggarakan
oleh PPK dan penyampaian hasilnya kepada KPU Kota Cimahi selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan hasil penghitungan
suara darr KPPS.

Pasal 5

(1) Sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara,
PPK melakukan kegiatan :

a. mengatur tempat dan perlengkapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan
suara termasuk memasang formulir pencatatan suara pasangan calon
berukuran besar, dan tempat duduk saksi, sehingga pelaksanaan rapat
pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara mudah diikuti oleh semua
yang hadir dengan jelas;

b. Mengatur alat keperluan administrasi digunakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir

untuk keperluan
rekapitulasi hasil
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(1) PPK setelah menerima hasil rekapitulasi Penghitungan suara dari seluruh
TPS di wilayah ker.janya, mengadakan persiapan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan suara di PPK



penghrtur)gan suara, kerlas/kantong plastik pembungkus serta segel
penlilihan dan peralatan lainnya,

(2) Setelah keglaiarl sebacJairrrail:1 dirnaksud ayat (1), Ketua PPK nrernbuka
rapat pleno rekapitulasi hasil peng;hitungan suara di PPK, dengan kegiatan
a. menrbuka sampul yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang

disarnpaikan oleh KPPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi
dan Panwas yang hadir:

b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari KPPS
sambil diperiihatkan kepada yang hadir.

(3) Mencatat pada Formulir Model DA 1- KWK berdasarkan catatan pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1- KWK)
meIputr
a jumlah pemilih dalarn salinan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap TPS di

wilayalr PPK yang bersangk Lrtan.

b. 1Lrm1a1,r pemilih yang nrenggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar
Penr irh T<-:tap unttrk sr:tri.r1r 

-l-PS di wilayah PPK yang bersangkutan:
{1. juml:1h pHrf rlih lerdaftar yan/.J trdak menggunakan hak pilih dari selurulr

TPS dr wilayah PPK yang bersangkutan.
d. jumlah pemilih dari TPS lain.
e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);

. f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kota Cimahi;
g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK yang

bersangkutan,
i. jurnlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPK yang

terdiri Llerr suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 6

(1) PPK melakukan rekapitulasj hasil pemungutan suara untuk setiap pasangan

calon dari tiap-tiap TPS di wilayah PPK yang bersangkutan berdasarkan
sertifikat hasil penghitungan suara dari seturuh TPS (Lampiran Model DA 1 *
KWK)

(2) Saksi atau masyarakat melalur saksi yang hadir, dapat mengaiukan keberatan
terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan

suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud ayal (2)

dapat diterima, PPK seketika itu .iuga mengadakan pembetulan semestinya.

(4) Daiam hal saksr tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan
yang cliirjtrkan, keberatan saksi rjicatat dalam Formulir Model DA 2 - KWK dan
proses rekapitrlli.l s I d ila nJUtka n

Qe<al 7

(1) selelah selesai rnelakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat berita

acara rJan larnpirannya yang memuat rekapitulasi :
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\2\ Penyusunan berita aca(e dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana cjimaksud ayat (1 ) menggunakan Formulir Model DA - KWK
yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta saksi pasangan

calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.

a. jumlah pemilih;
b. lumlah surat suara;
c jumlah TPS,
d. rekapitulasi hasrl penghrtungan suara yang diperoleh masing-masing

pasangao calon

(3) Setiap lembar berita acara diparaf dan dicap PPK.

Berita acara dan sertifikat hasil pengh.itungan suara sebagaimana dimaksud

ayat (2) dibuat beberapa rangkap masing-masing untuk :

a. PPK sebagai arstp;
b KPt.l Kota Cir-nahi sebagai laporan menggunakan sampul Ill.Sl;
c Saksi yang hadir,
d. Panvras Kecamatan.

(4)

Iragian Ketiga
KPU Kota Cimahi

t)^-^l a

(1) KPU Kota Cimahi setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil

rekapitulasi perrghitungarr suara dari seluruh PPK, mengadakan persiapan

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.

(2) Untuk rnelaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Kota Cinrahi, harus dipersiapakan :

a. kelerrgkapan adrninistrasi dan formulir rekapitulasi dan penghitungan

suara,
b. meja dan lernpat dudr"ir< Ketua dan Anggota KPU;

c. nreja dan tempat duduk saksi, pengawas pemilihan' pemantau dan yang

hadir,
d. papan untuk P€ma6angan formulir r€kapitulaei ponghitungen auera ukuran

besar.

(3) saksi sebagaintana dlmaksud ayal (2) huruf c, harus membawa surat mandat

dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 9

KPU K.ota Clrmahi nrelakukan rekapitulasi hasil penghitungan suar:l untuk setiap
pasangan culo ciar i seluruh PPK (Lampiran Model DB 1 - KWK), berdasarkan

sertifikat hasrl penghitungan sLrara dari seluruh PPK (Model DA1-KWK)'
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(5) Salinarr sertifikat rekapitulasi lrasil penghitungan suara (Model DA 1- KWK)
dipasang pada papan pengumuman PPK.



Pasal 10

(1) Pada sai:t berlarrgsung rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pasangan
calon tian walga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
rnengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata
terdapat iral-hal yang lidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam iral keberatan yang dialukan oleh atau melalui saksi pasangan calon
sebagainrana dinraksud ayat (1) dapat diterima, KPU Kota Cimahi seketika itu

]r-rga mengadakan pembelulan semestinya.

(3) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota Cimahi terhadap
keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam Formulir Model DB 2-

KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 11

(1) setelah selesar melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap
pasangan calon, KPU Kota Cimahi membuat berita acara dan lampirannya

(2) Penyusunan berita acaa dan sertifikat hasil penghitungan suara

, menggunakan Formulir Model DB - KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPU Kota Cimahi serla dapat ditandatangani oleh saksi pasangan

calon yanq hadrr dan dibubuhi cap KPU Kota Cimahi.

(3) $etrap icrnbar t-.,ertta acara ciipalraf dan dicap KPU Kota Cimahi.

(4) Berita acara dan sertifikat lrasrl penghitungan suara sebagaimana dimaksud

ayal (2) cjibuat beberapa rangkap digrrnakan untuk:

a. KPU Kota Cirnahi sebagai arsiP,
b. KPU;
c. KPU Provinsi,
d. Saksi yang hadtr,
e. Panwas Kota Cimahi sebagai tembusan.

(5) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB 1 - KWK)

dipasang pada papan pengumuman di KPU Kota Cimahi.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

(1) Penyimpanarr dan pengarnanan dokumen berita acara beserta lampiran serta

alat kelengkapan pemungLrtan dan penghitungan suara yang ada di PPK

disimpan di Kantor Kecanlatan.

(2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilalisapakan setelah PPK dibubarkan, diserahterimakan dari PPK kepada

Camat yang bersangkutan.
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BAB IV
KLTEN'TUAN PENUTUP

I)asal 13

Contoh Formulir Seri D - KWK, DA.- KWK, DB - KWK beserta lampirannya untuk
penghitungan suara di TPS, PPK, dan KPU Kota Cimahi sesuai dengan Lampiran
Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 11 T ahun 2007.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ClrUAHl
padatanggal 13 Juni 2007

KOMISIPEMiLIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ketua,

Ttd.

,SA al(
0Tir CllltAlll
6. SDIII-s Drs. lKlN SODIKIN, M,Si

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PE ILIHAN UMUM

KO UI HI
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